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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara 

menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan 

terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan 

hidup umat manusia. Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara 

tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu yang berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi 

Manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi” karena Anak merupakan asset dan generasi penerus 

Bangsa. 

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam 

kehidupan dan penghidupan mereka. 1  Karena Anak sebagai akar dan penguat 

potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki 

peran penting dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa anak adalah bagian dari 

generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi 

dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam 

                                                   
1 Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hlm. 13 



 

 

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara 

utuh, serasi selaras dan seimbang. Anak memiliki karakteristik yang spesifik 

dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan 

yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk 

diutamakan. 

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam 

kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta 

mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh 

merampas hak atas hidup dan merdeka anak tersebut. Anak merupakan aset penting 

karena dari anak bangsa dan negara memiliki harapan dan potensi besar dalam 

menentukan nasib manusia kedepannya, anaklah yang akan ikut menentukan nasib 

bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.2 

Suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh 

siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin dan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara berturut lain sebagainya salah 

satunya yaitu orang yang belum dewasa/anak-anak baik sebagai pelaku, saksi 

maupun sebagai korban tindak pidana.  

Negara Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang hukum bagi 

anak dan proses penegakannya, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai 

                                                   
2 Wagiati Soetojo, 2008, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.5 
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korban dari suatu tindak pidana. Perangkat hukum yang mengatur tentang proses 

penegakan hukum bagi anak, yang dalam hal ini proses peradilan pidana anak. 

Sistem peradilan pidana anak menjadi permulaan anak berhadapan dengan hukum. 

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana anak di masyarakat 

bertujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi yang dimaksud 

merupakan usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasan 

toleransi dengan menyelesaikan sebagian laporan maupun keluhan masyarakat 

yang menjadi korban kejahatan dengan menyerahkan pelaku kejahatan ke sidang 

pengadilan untuk mendapatkan hukuman sesuai hukum positif, disamping itu ada 

hal lain yang tidak kalah penting yakni mencegah terjadinya korban kejahatan serta 

mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.3 

Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam 

berbagai ketentuan perundang-undangan antara lain : 

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) dan 

Pasal 7 ayat (1). 

c. Dalam bidang kesehatan dengan undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 135. 

d. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 dan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 

                                                   
3 Mahmud Mulyadi, 2009, Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana, Medan: USU Press, 

hlm. 39 
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1979 tentang kesejahteraan Anak 

f. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Dengan uraian diatas tampaklah bahwa sesungguhnya hak-hak anak dan usaha 

perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan maupun dalam pelaksanaanya, baik oleh pemerintah maupun 

organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang 

memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. 

Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada 

pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara 

nyata ketentuan perturan Perundang-undangan yang telah ada. Dimulai dari asas 

dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi “anak-anak mempunyai hak untuk 

memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas 

yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, 

rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan 

bebas dan bermartabat.” 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

terdapat kekhususan yaitu penuntut umum merupakan penuntut umum anak. 

Walaupun anak secara teori dapat melakukan perbuatan melanggar hukum seperti 

yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama 

dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan 4 . Pelanggar 

                                                   
4  Mardjono Reksodiputro,2007, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm.98-100 
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hukum berasal dari masyarakat akan kembali ke masyarakat, baik sebagai warga 

yang taat pada hukum maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali 

perbuatannya.  

Dampak pemidanaan bagi anak sangat memprihatinkan. Apalagi kondisi 

pemasyarakatan di Indonesia saat ini, yang dalam prakteknya masih dapat 

ditemukan anak-anak yang ditahan dan dipenjara bersama dengan orang dewasa, 

sehingga anak rawan menjadi korban kekerasan. Hal ini menuntut kesadaran akan 

pentingnya pemantauan dan perhatian untuk anak-anak yang berhadapan dengan 

hukum. Sangat diperlukan kajian terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana 

anak dengan mengutamakan kepentingan anak. Sistem peradilan pidana anak yang 

sifatnya represif telah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara karena dianggap 

tidak efektif, sehingga perlu dialternatifkan. Saat ini terdapat terobosan hukum 

pidana kearah keadilan restoratif (restorative justice) yang mengutamakan 

pemulihan. Demi kepentingan terbaik untuk anak maka berdasarkan 

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(yang selanjutnya disebut UU SPPA) dimungkinkan penyelesaian perkara pidana 

melalui “diversi”, yang menjadi salah satu bentuk pengaplikasian keadilan 

restoratif.5 

Penyelesaian khusus diluar pengadilan yang dapat diterapkan terhadap anak 

yang berkonflik dengan hukum sebagai perlindungan terhadap anak yaitu 

pelaksanaan diversi bagian dari implementasi penegakan hukum terhadap anak 

                                                   
5  Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhana, 2021, “Optimalisasi pelaksanaan 

diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada restorative justice di kota 

denpasar”, dalam jurnal legislasi Indonesia Vol. 18 No.3, hlm. 395 
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berkonflik dengan hukum namun di sisi lain perlindungan anak merupakan 

pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Bentuk-

bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai dari 

pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan 

yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. 

Namun dalam perjalanan panjangnya, hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam 

undang-undang tersebut terkendala dengan saran dan prasarana yang disediakan 

oleh pemerintah. Misalnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang hanya ada 

dikota-kota besar.6  Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak 

anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak anak 

tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang 

dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga jajaran paling 

bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap 

anak.7 

Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan diversi. Diversi 

menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari 

proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah 

yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum serta korban, orang tua 

anak, pembimbing kemasyarakatan dengan tujuan menghindari anak dari 

                                                   
6 Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, hlm.49 
7 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak 

Di Indonesia,Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 4 
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perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses 

peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial, oleh karena itu upaya 

diversi merupakan sistem tepat digunakan untuk anak yang terjerat masalah hukum 

khususnya mengenai pidana anak, supaya hak-hak sebagai anak tidak terampas 

akibat proses pidana dan tidak menimbulkan efek negatif bagi si anak.8 Anak yang 

menjalani proses peradilan pun dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak. 

Pentingnya pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 

(ABH) agar anak tetap mendapatkan kehidupan sosial yang baik dan mengingat 

jangka panjang terhadap masa depa anak dan segala pertimbangan dari aspek 

kehidupan bagi anak, maka diversi perlu upaya peningkatan pelaskanaan dari setiap 

lini penegakan hukum terutama di tingkat kejkasaan. Urgensi upaya  penerapan dan 

pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum sangat penting guna tetap menjamin 

keberlangsungan hidup hak-hak anak meskipun anak-anak yang dilaksanakan 

diversi terhadapnya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa 

diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun dan belum 

berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi dilakukan 

berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan 

                                                   
8 Irwan Yulianto, 2022, Upaya Diversi Merupakan Sistem Tepat Digunakan Untuk Anak yang 

Terjerat Masalah Hukum Khususnya Mengenai Pidana Anak, dalam Jurnal: Diversi, Vol.20 No.2, 

hlm. 34 
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restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan 

restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan 

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula (restitutio in integrum), dan bukan pembalasan. 

Undang-undang SPPA menyatakan upaya wajib dilakukan diversi pada tingkat 

penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU 

SPPA. Apabila diperinci hal ini dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam 

praktik dilakukan melalui langka-langkah sebagai berikut:9 

1. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudia dibuat laporan 

polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran 

tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan atau Balai 

Permasyarakatan (Bapas). 

2. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada 

Penyidik didalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidikan diterima 

3. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 

(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 hari 

setelah dimulainya diversi 

4. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, 

pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial memulai proses musyawarah 

penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses 

musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya 

                                                   
9 Lilik Mulyadi, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 

hlm.2 
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diversi.  

5. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil 

kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Hasil 

kesepakatan tersebut disampaikan oleh atas pejabat yang bertanggung jawab 

disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah 

hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai 

untuk memperoleh penetapan. 

Pertengahan tahun 2022, terdapat kasus di daerah Kota Palembang dengan 

pelakunya adalah seorang anak dibawah umur. Berusia 12 tahun dengan latar 

belakang keluarga sederhana melakukan tindak pidana pencurian di salah satu 

rumah dari tindakkan anak tersebut bisa saja cukup diberikan nasehat atau arahan 

agar ia mengerti bahwa perbuatannya sangat tidak baik untuk dilakukan, atau cukup 

berikan anak sanksi yang bisa membuatnya jera untuk melakukan perbuatan itu 

lagi, namun pihak korban selaku pemilik rumah menginginkan anak tersebut benar-

benar diberikan vonis hukuman berat. Sempat dilakukan perkumpulan antar 

keluarga dengan pihak korban dan anak namun dalam suasana tersebut anak 

tersebut merasa tertekan, menangis meminta segera dipulangkan karena merasa 

ketakutan.10  

Kasus berikutnya yaitu salah satu kasus yang diselesaikan secara diversi adalah 

kasus pencurian dengan pelakunya seorang anak berusia 17 tahun telah mencuri 

sebuah besi kurang lebih 120 cm dan 2 buah besi roli Panjang kurang lebih 90 cm, 

besi-besi tersebut telah dijual oleh pelaku dengan harga Rp. 450.000 dalam kasus 

                                                   
10  Wawancara Bersama Ibu Selviana Selaku Jaksa Penuntut Umum, Pada Tanggal 12 

November 2022 
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ini korban meminta kerugian dikembalikannya kembali kerugian yang telah 

dialami, sebelumnya telah dilakukan pula pertemuan antar keluarga namun tidak 

menemukan titik terang hingga kasus ini berlanjut ketahap selanjutnya.11 

Berdasarkan kasus di atas, anak di usia yang masih sangat muda harus 

mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan 

melelahkan mulai dari tahap penyidikan oleh polisi hingga ke Jaksa Penuntut 

Umum. Dalam tahap penyidikan, aparat hukum tidak melakukan penahanan kepada 

anak karena dikhawatirkan akan memberi beban mental berlipat bagi si anak.12 

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana 

formal dengan tidak melakukan penahanan anak ke dalam penjara ternyata tidak 

berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik untuk menunjang 

proses tumbuh kembangnya.13 

Berdasarkan kasus tersebut juga maka adanya peran Jaksa Penuntut Umum, 

seperti yang diketahui jaksa penuntut umum adalah seseorang yang diberi 

wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, memiliki kedudukan penting dalam 

penegakan hukum, karena institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu 

kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah 

menurut Hukum Acara Pidana. 14  Diversi menjadi salah satu solusi dari 

permasalahan Sistem Peradilan Pidana, mulai dari penumpukan perkara (beban 

                                                   
11  Wawancara bersama Ibu Selviana Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 

Palembang 
12 Bimo Walgito, 2012, Kenakalan Anak, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15 
13 Ibid., hlm 17 
14 Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa 

Pemidanaan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 29 
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peradilan) dan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, menjadi sarana untuk 

memberikan perlindungan optimal bagi anak untuk menghindarkannya dari sanksi 

pidana yang merugikan, bermanfaat bagi masyarakat karena diversi akan 

mengutamakan pemenuhan keadilan bagi semua pihak.15 

Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk menjaga harkat dan martabat 

pelaku dan korban dengan memberikan perlindungan khusus, terutama 

perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak karena anak yang menjadi 

pelaku berkemungkinan terjadi karena lemahnya pengawasan orangtua atau 

sebelumnya anak pernah melihat atau mendapatkan perilaku kekerasan dari 

lingkungannya. Selain sebagai lembaga pelaksana penegakan hukum kepada anak-

anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal pelaksanaan diversi ini maka perlu 

adanya upaya pengutan pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Dalam pelaksanaan diversi Jaksa Penuntut Umum mengalami hambatan atau 

kendala. Bahwa jaksa sangat terkendala dengan uraian Pasal 42 UU SPPA yang 

pada intinya mengatur bahwa diversi di kejaksaan diupayakan paling lama 7 (tujuh) 

hari setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi 

paling lama dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari. Hasil diversi slenjutnya akan 

diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Hal tersebut menjadi 

kendala karena hingga saat ini juga petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan 

mengenai aturan tersebut belum ditetapkan. Permasalahan lainnya bagaimana 

penuntut umum dapat memohonkan penetapan diversi kepada pengadilan 

sedangkan tahapan perkara masih tahap penyidikan (kewenangan penyidik).16  

                                                   
15 Hariyanto, Diah Ratna Sari  dan Gede Made Swardhana, Op.Cit., hlm. 395-396 
16 Ibid. hlm. 399 
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Penerapan diversi oleh Jaksa penuntut umum masi menuai beberapa kendala 

karena keterbatasan waktu dan adanya kekosongan hukum dan dalam hal petunjuk 

pelaksanaan diversi yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk 

menangani perkara ABH. Maka pentingnya penelitian ini untuk diadakan 

pembahasan lebih lanjut dan yang menjadi fokus judul penelitian ini yakni 

“Penguatan Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak 

Yang Berkonflik Dengan Hukum” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang 

dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? 

2. Bagaimana upaya penguatan penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik 

dengan hukum oleh jaksa penuntut umum ? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi diversi  yang dilakukan 

oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 

b. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan upaya penguatan 

penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh jaksa 

penunutut umum. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dalam 

Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Penguatan 

Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang 

Berkonflik Dengan Hukum. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan 

pihak lain untuk mendapatkan gambaran serta pengetahuan yang lebih 

jelas mengenai Penguatan Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut 

Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.] 

3. Bagi pelaksanaan penelitian yang sejenis maka penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumbangan referensi 

penelitian yang dilakukan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak yang 

terkait dapat memberikan masukan, informasi serta tambahan 

pengetahuan mengenai Penguatan Penerapan Diversi Oleh Jaksa 

Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. 

2) Bagi Penegak Hukum 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator untuk penegak 

hukum di Indonesia, khususnya mengenai Penguatan Penerapan 
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Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik 

Dengan Hukum. 

D. Kerangka Teori 

Dalam penulisan tesis kerangka teori sangat di perlukan guna merangkum 

dan memahami isu hukum, menjelaskan hukum, menilai hukum, memprediksi 

hukum dan mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri karena kerangka 

teori merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk  

mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi.17 

Teori memiliki posisi yang sangat penting, itu dikarenakan teori dapat 

memberikan sarana untuk dapat merangkum serta membantu untuk memahami 

permasalahan secara lebih baik. Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu 

pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum serta 

putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. 

Tugas teori hukum dalam hal ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara 

norma dasar serta semua norma dibawahnya, namun tidak untuk mengatakan 

apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. 

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan pokok yaitu 

membuat tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan. Dengan tercapainya hal-hal tersebut didalam kehidupan 

masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi. Didalam 

literatur dikenalkan beberapa macam teori tentang tujuan hukum.18 Guna untuk 

                                                   
17 Bambang Sunggono, 1992, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

hlm.122 
18  Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Keempat, 

Yogyakarta: Liberty, hlm. 71 
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mendapatkan hasil yang maksimal, maka tesis ini menggunakan  teori-teori 

sebagai berikut:  

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran secaeera sistematik tentang suatu gejala. 

Selanjutnya teori bisa di artikan sebuah pengetahuan ilmiah yang mencakup 

mengenai suatu penjelasan fakta dan disiplin ilmu. Dengan teori ini semua hal 

yang bersifat universal dapat membentuk suatu sistem ilmu. Teori memiliki 

posisi yang sangat penting. Itu dikarenakan teori dapat memberikan sarana untuk 

dapat merangkum serta membantu untuk memahami suatu permasalahan secara 

lebih baik. 

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari 

pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan 

untuk memecahkan atau membahas masalahnya, maka perlu disusun kerangka teori 

yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah 

tersebut diamati.19 Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan pokok 

yaitu membuat tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan.  Dengan tercapainya hal-hal tersebut didalam kehidupan masyarakat 

kepentingan manusia akan dapat terlindungi. 20  Didalam literatur dikenalkan 

beberapa macam teori tentang tujuan hukum. Guna untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, maka tesis ini menggunakan teori-teori sebagai berikut: 

 

                                                   
19 Hadari Nawawi, 2003, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press, hlm.40 
20  Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Ke Empat. 

Yogyakarta: Liberty, hlm.71 
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1. Grand Theory ( Teori Restorative Justice) 

Grand Theory dalam penulisan ini penulis menggunakan teori 

Restorative Justice. Restorative Justice merupakan salah satu teori dalam 

hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana 

konvensional yaitu pendekatan represif (penekanan) yang sebagaimana 

dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan restoratif 

sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena 

berorientasi pada pembalasan berupa pemidananaan dan pemenjaraan pelaku, 

tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidaak merasakan 

kepuasaan. 

Konsep restorative justice atau keadilan restoratif adalah alternatif 

penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan 

pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian 

melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan 

pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam 

masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan definisi keadilan 

Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan 

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 

kembali pada keadaan semlua, dan bukan pembalasan.21 

Surat keputusan direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menjelaskan 

                                                   
21 Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 116 
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dalam penerapan restorative justice memberikan definisi yaitu prinsip dasar 

restorative justice (keadilan restoratif) adanya pemulihan terhadap korban yang 

menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban. 

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restoratif) dan 

masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan 

untuk menjaga ketertiban umum.22 

Tujuan dari restorative justice dalam teori ini merupakan suatu 

pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan 

keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dengan 

demikian pelaksanaan diversi dan restorative justice dapat memberikan 

dukungan terhadap proses perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. 

Hal ini dikarenakan prinsip utama dari restorative justice adalah menghindari 

pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan 

kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. 

Demikian juga pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat 

direkatkan atau kembali seperti sebelumnya ke dalam lingkungan sosial pelaku 

berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan 

dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan 

pendekatan represif (penekanan) tidak dapat menyelesaikan perkara secara 

tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban tidak dilibatkan dalam 

proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara. Padahal sejatinya 

                                                   
22  Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan 

Peradilan Umum 
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penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka 

yang berperkara.23 

2. Middle Theory (Teori Sistem Peradilan Pidana Anak) 

Middle theory dalam penelitian ini menggunakan teori Sistem Peradilan 

Pidana Anak yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak 

yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan 

tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1. 

Undang-undang SPPA menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tentang Pengadilan Anak 

tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan 

si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-undang 

Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak 

sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang 

dewasa. 

Undang-undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana 

dalam proses peradilan ini sangat meperhatikan kepentingan anak dan 

kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, 

penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib 

mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang SPPA. 

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah 

                                                   
23  Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi”, 

Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme. 

Menuju Penelitian Yang Agung, Diselenggarakan IKAHI Dalam Rangka Ulang Tahun IKAHI Ke-

59, 10-05-2023, hlm.2-3 
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The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi 

dengan sejumlah institusi yang bergabung dalam pengadilan, yang meliputi 

polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, 

pusat-pusat penahanan anak, dari fasillitas-fasilitas pembinaan anak.24  

Sistem peradilan pidana anak ini menjadkan para aparat penegak 

hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus 

melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik 

kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan 

dalam Undang-undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan 

ada hakim. Dalam Undang-undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang 

terkait dalam proses diluar peradilan pidana anak misalnya Bapas, Pekerja 

Sosial Profesional (LPSK), Keluarga atau wali pendamping, dan Advokat atau 

pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan. 

3. Applied Theory 

1) Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum yang merupakan suatu proses dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara 

nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau 

dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek 

yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu 

melibatkan semua subjek. 

                                                   
24  Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan 

Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 35 
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Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial 

menjadi kenyataan.25 Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana dalam kepastian 

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian 

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap 

kepastian hukum.26 

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur 

kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif 

dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif 

dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk 

mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai 

dengan bidang-bidang yang ditangani. 

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah 

artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau dibidang 

represif. Istilah penegakan hukum disini meliputo baik yang represif 

(memulihkan keadaan) maupun yang preventif (pencegahan). Jadi kurang 

lebih maknanya sama dengan istilah belanda rechtshanhaving. Berbeda 

dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, 

sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi dan petunjuk 

disebut law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. 

Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau 

                                                   
25 Satjipto Rahardjo, 1987, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hlm. 15 
26 Marzuki Peter Mahmud, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, hlm.15 
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pengendalian hukum.27 

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu 

usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari arti 

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nnilai-

nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.28 

Penegakan hukum ataupun keadilan harus menggunakan jalur 

pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk 

merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh 

keyakinan etis, adil tidaknya untuk perkara. Persoalan hukum menjadi 

nyata jika para penegak hukum melaksanakan dengan baik serta 

memenuhi, menepati aturan yang telah dibekukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara 

sistematis. 29 Negara memberikan komitmen untuk memberikan 

perlindungan terhadap anak telah nampak sejak tahun 1979 ketika 

pemerintah mengintroduksi Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, 

bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai tahun anak internasional. 

 

                                                   
27  Andi Hamzah, 2005,  Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya: FH 

Universitas, hlm. 2 
28 Soerjono, Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Rajawali, hlm. 24 
29 Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43 
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2) Teori Perlindungan Anak 

Teori perlindungan hukum bagi anak yang dikemukakan Philipus 

M. Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang 

hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak 

dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai 

kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak. 30  Perlindungan anak secara 

umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat 

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara 

rohani, jasmani maupun sosial. 

Pengertian perlindungan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa 

perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembangan dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas. 

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa 

perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, 

yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, 

perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan 

anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), 

                                                   
30 Barda Nawawi Arief, 1998, Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam 

Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Delinkuen, Depok, Universitas Indonesia, hlm. 155 
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perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan 

kemerdekaan, perlindungan anak dari segalaa bentuk eksploitasi 

(perbudakan, perdagangan, pelacuran, pornografi, memperalat anak dalam 

melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak 

jalanan, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.31 

Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, setiap anak sejak kelahirannya 

berhak untuk medapatkan identitas diri yang dituangkan dalam akta 

kelahiran. Bukti identitas yang berlaku dalam akta kelahiran merupakan 

suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan pengakuan formal 

mengenai keberadaan anak, secara individual terhadap negara dan status 

anak dalam hukum. Secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan 

perlindungan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar 

perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh 

kembang anak dalam rangka perlindungan. Anak yang dilahirkan dalam 

perkawinan berdasarkan hukum harus tetap dilindungi dengan 

memberikan hak-haknya seperti hak atas identitas diri yang berupa akta 

kelahiran. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak yang 

dilakukan oleh pemerintah meliputi berbagai aspek kehidupan salah 

satunya yaitu aspek perlindungan untuk mendapatkan identitas diri 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, 

                                                   
31  Paulus Hadisuprapto, 2008, Delinkuensi Anak: Pemahaman Dan Penanggulangannya, 

Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 7 
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pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

E. Definisi Operasional 

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. 32 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang 

dipakai dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul penelitian yang diajukan 

yaitu, “Penguatan Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak 

Yang Berkonflik dengan Hukum” maka dapat diterangkan definisi operasional 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Diversi  

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian diversi adalah 

pengalihan penyelesaian perkara anak (anak berkonflik dengan hukum) dari 

proses peradilan pidana kepada proses diluar peradilan pidana. Penerapan 

diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat okomodatif 

terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara 

pidana di luar dan saat dipengadilan. 

2. Anak Berkonflik Dengan Hukum 

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang berusia 

dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana 

dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak 

                                                   
32 Moh. Nasir, 2009, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.152 
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pidana.33 Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah 

anak yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan 

perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur 

hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini 

bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan 

kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan yang melakukan 

kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum 

atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.34 

3. Jaksa Penuntut Umum 

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut 

umum” menyangkut fungsi.35 

F. Metode Penelitian 

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya 

metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan hal itu maka metode dalam 

penelitian ini; 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris yakni penelitian 

                                                   
33 Angger Sigit Pramukti, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

hlm. 16 
34 Apong Herlina, 2014,  Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 

Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: Unicef, hlm.19 
35  Wahyudi Setya, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan 

Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.14 
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yang sebagai sumber data tambahan diperoleh dengan hasil observasi 

kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi 

dalam kenyataan masyarakat.36 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab timbulnya seorang 

anak yang melakukan tindak pidana pencurian, serta untuk menanggulangi 

apakah bentuk Diversi yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai 

dengan faktor yang terjadi kepada anak yang berhadapan dengan hukum 

tersebut berdasarkan data yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Palembang. 

2. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan dalam penelitian banyak macamnya, misalnya jika 

dilihat dari sudut kajiannya terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis, 

historis, antropologis, yuridis, komparatif, dan lain sebagainya. Dilihat dari 

pola penggunaan metodenya terdiri dari pendekatan normatif yang didukung 

dengan bahan hukum primer. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk 

kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungan dengan isu 

hukum yang diteliti. 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Metode pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang 

mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan 

sebagai bahan dasar acuan dalam melakukan suatu penelitian. Pendekatan 

perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan 

                                                   
36 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika,, hlm.15 
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perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapat 

kekurangan dan terjadi penyimpangan, baik dalam tatanan teknis maupun 

dalam pelaksanaannya dilapangan. 37  Pendekatan ini digunakan dengan 

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan 

dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan 

dalam perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan cara 

mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar 

dengan undang-undang yang satu dengan yang lain.38 

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (Legal Sociology Approach) 

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menempatkan 

hukum sebagai gejala sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi 

luarnya saja dan selalu dihubungkan dengan masalah sosial. Pendekatan 

sosiologi hukum menitikberatkan pada perilaku individual atau 

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Topik utama dalam 

pendekatan sosiologis hukum adalah efektivitas pada peraturan aturan 

hukum. Serta pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.39 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus yakni sebagai pendekatan yang bertujuan untuk 

mempelajari penerapan norma-norma hukum positif terutama kasus-kasus 

yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi 

                                                   
37  L.M. Gandhi, 1995, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Makalah 

disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI,  hlm. 4-5. 
38  Kusnu Goesniadhie, 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif perundang-undangan: 

Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya: J.P Books, hlm.100 
39  Suratman Dan Philips Dilla, 2014, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Alfabeta, 

hlm.88 

http://catalogue.nla.gov.au/Record/4274834
http://catalogue.nla.gov.au/Record/4274834


 28 

terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus-fokus penelitian.40 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

a. Jenis Bahan Hukum 

Secara umum didalam penelitian biasanya dibedakan menjadi data 

yang diperoleh langsung dari masyarakat atau disebut data empiris dan dari 

bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan 

data primer atau data dasar dan dari data bahan pustaka dinamakan data 

sekunder.41 Dalam penelitian ini, data diperoleh secara empiris (lapangan 

berdasarkan kasus) dan pustaka yang di dapatkan melalui buku-buku, karya 

ilmiah dan Undang-Undang. 

 

b. Sumber Bahan Hukum 

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan 

sebagai berikut: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

                                                   
40 Kurnia Saleh, 2021. Peran Negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero Badan 

Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat. Tesis Magister ilmu Hukum 

Universitas Sriwijaya. hlm. 26 
41 Soerjono Soekampto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 

2008, hlm.52 
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b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak  

d. KUHPidana 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang 

Perlindungan Khusus bagi Anak 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Pananganan Anak yang 

Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun 

g. Data hasil wawancara. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-

bahan hukum primer, antara lain: 

1) Hasil penelitian hukum yang relevan tentang diversi. 

2) Buku-buku, karya ilmiah dan bentuk tulisan lainnya yang 

relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.42 

adapun bahan-bahan hukum tersiier yang digunakan dalam 

                                                   
42  Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

hlm.144 
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penelitian ini sebagai berikut; 

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia 

2) Kamus Hukum 

3) Ensiklopedia Hukum Indonesia, dan; 

4) Lain sebagainya 

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan 

data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara dan 

kepustakaan. Terhadap data yang diperoleh melalui studi wawancara dan 

kepustakaan, dihimpun, dianalisa dan dilakukan klarifikasi data dan informasi.  

5. Teknik Analisa Bahan-bahan Hukum 

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat dekritif analisis yang 

merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Bentuk analisis yang 

dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang 

dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis 

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi 

data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum 

tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika 

berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu 

dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara 

khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat 
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menjawab permasalahan dalam penelitian.43  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan ini menggunakan logika 

berfikir deduktif berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan dan 

kemudian hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. 

Penelitian ini juga dilakukan secara deduktif, hal tersebut dikarenakan bertolak 

belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan 

berfikir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil analisis 

penelitian yang di lakukan pun bersifat umum dan juga digabungkan dengan 

permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditujukan untuk dapat 

menjawab permasalahan dalam tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
43  Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, hlm. 235 
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